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PELAKSANAAN UNDANG.T]NDANG KF.IU{JAJilY MELAYU DALAM SASTRA
SEJARAH (ASPEK ADAT DALAM NASKAH SEJARAH MELAYU)

Syamsul Huda
Dosen Program Studi Sosiologi Fisip Universitas Bengkulu

Abstract:This paper, which discusses one aspect of law and traditional
community regulation, aims to link between imaginative aspects and reality
reflected in the Malay History textbooks. The idea of this paper starts from the
view that literature works are the reflection of societal life, particularly in
traditional Malay society. Based on the theories as well as philology and
Sosiology of Literature approaches, sociological value meant in this paper is
related to the implementation of Malay Kingdom Law in Malay History
textbooks.
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Meneliti sastra lama dalam rangka menggali kebudayaan Indonesia merupakan usaha

yang erat hubungannya dengan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. Pembangunan

negara yang sifatnya multikompleks memberikan tempat kepada bidang mental spiritual

(Baried dkk., 1978:iii). Dalam kaitan ini, bangsa Indonesia memiliki kelebihan dokumentasi

sastra lama yang tidak kalah bobotnya dengan hasil sastra peradaban lainnya. Sastra lama di

Indonesia terdapat di banyak daerah seperti Aceh Minangkabau, Melayu, Lampung, Sunda

Jawa, Madur4 Bali, Makasar, Bugis, Walio (Robson, 1969:1;1988: 2; Mulyadi, 1994:19),

Batak, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara (Jassrn" 1983:70).

Pada abad X& di Indonesia dan Semenaajung Malaka telah dimulai pengumpulan,

penerbitarq dan penelitian berbagai karya sastra lama yang ada di wilayah tersebut. Hat ini

merupakan bahm penelitian yang tidak akan habis-habisnya bagi peneliti sastra lama (Ikram,

1988:160; 1997:90). Sejalan dengan ih1 Baried dkk.(1978:iii) mengungkapkan bahawa

memahami isi sastra lama berarti menghargai warisan nenek moyang yang bemilai abadi dan

memang dipersiapkan untuk disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya.

Salah satu warisan nenek moyang terekam dalam bentuk naskah. Berkaitan dengan

pernaskahan inilah pentingnya penelitian filologi (Fadzil, 1996:4). Naskah sebagai objek

penelitian frlologi merupakan salah satu kekayaan yang memiliki kedudukan dan fungsi yang

penting (Sedyawati dan Anhar Gonggong, 1997:l). Di antara naskah-naskah lama di

Indonesia terdapat sejumlah besar naskah Melayu, yang koleksi utamanya menjadi milik

Perpustakaan Universitas Leiden dan Perpustakaan Museum Pusat Jakarta (Hussein,

1974:ll).
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66 Pelaksanaan undang- Undang Kerajaan Meloyu dalam Sastra Sejarah

Sejarah Melayu dalam Penelitian Filologi

Sebagai karya sastra sejarah, teks Si1/ merupakan sumber sejarah kemasyarakatan

(social history) yang penting bagi masyarakat Melayu (Liaw Yock F*g, 1982:214). Dalam

kaitan ini, kehadiran SM tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya yang

melatarbelakanginya. Menurut Sudjiman, (1995:11), setiap naskah-walaupun salinan-salinan

adalah cerminan jamannya yang patut dinilai sendiri.

SM sebagai karya prosa Melayu lama merupakan lahan penelitian filologi karena

naskah tersebut masih tertulis dengan tulisan Jawi (Arab''Melayu). Sejalan dengan hal ini,

(Teeuw,1984:252) mengemukakan bahwa filologi dalam peagertian tradisional merupakan

cabang ilmu sastra yang berurusan dengan masalah-masalah variasi teks. Penyimpangan-

penyimpangan terhadap naskah asli dipandang sebagai kesalahan yang perlu dibetulkan.

Mulai al*rir abad XX, sfirdi filologi di Indonesia berkembang dengan

mempertimbangan kondisi naskah yang ada- Dalam kaitan ini muncul sikap yang

memandang bahwa variasi naskah sebagai bentuk kreasi. Sikap ini melahirkan pandangan

yang disebut filologi modern. Dalam konsep ini, variasi naskah dipandang sangat positif,

yakni menampilkan wujud resepsi Penyalin. Dapat ditambahkan bahwa adanya gejala yang

memperlihatkan keteledoran Penyalin tetap juga diperhatikan dan dipertimbangkan dalam

pembacaan. Oleh karena itu, gejala tersebut perlu dicermati studi filologi untuk naskah-

naskah ausantara, terrnasuk naskah Melayu dan Jawa (Baried dkk., 1994:4-6). Dengan

adanya studi filologi itu dapat membantu peneliti dalam memahami isi naskah,SM.

Pelaksan*an Undang-Undang Kerajaan Melryu dalam Naskah Sejarah Melayu

Undang-undang yang dimaksudkan Undang-Undang Adat. Maksudnya Undang-

Undang Melayu tradisional (Iskandar, 7977a:666). Dalam kaitan tersebut, Melaka merupakan

salah satu kerajaan Melayu tradisional yang pertama dan terawal sekali mempunyai undang-

undang tertulis; walaupun pada peringkat awal dalam bentuk tradisi lisan (Iskandar,

1977b:498). Hipotesis tersebut timbul karena adanya Hulatm Kanun Melaka atau Undong-

Undang Melaka darUndang-Undang Laut Melaka.

Pada umumnya, undang-undang yang tercatat dalam Huhtm Kanun Melaka terdapat

juga dalam teks.gM Menurut Sham (1972:241-280), setengah undang-undang dalam Hulcum

Kanun Melaka dipraktekkan dalam SM, tetapi hukuman yang melibatkan kesalahan atas diri

raja dikesampingkan.

Berdasarkan teks SM, asas undang-undang terbentuk ketika berlangsungnya

persetru:um antaraDemang Lebar Daun dengan Seri Teri Buana di Palembang. Ia meletakkan
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Pelaksanaan Undang- Undang Kerajaan Melayu dqlqm Sastrq Sejarah

bekerjasama dengan Majapahit untuk mengalahkan Raja Iskandar Syah di Singapura.

Walaupun dinyatakan kuasa Allah merobohkan rumahnya berasnya menjadi tanah dia serta

istrinya menjadi batu, tetapi pada hakikatnya kejadian itu hendak menggabarkan bahwa itulah

balasan kepada orang yang mendurhaka kepada raja atau sultan. Undang-undang juga

menetapkan bahwa rakyat atau pembesar tidak merampas kekuasaan. Pelaksanaan undang-

undang ini pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah. Baginda menjatuhkan hukuman

bunuh kepada Bendahara Seri Maharaj4 yang memang tidak disukainyq setelah mendapat

pengaduan dari Laksamana Khoja Hassan seperti yang disampaikan oleh Raja Mendeltar (fM

trI:136-7). Meskipun berita tersebut hanya fitnah yang dibuat oleh Raja Mendeliar, hukurran

itu dilaksanakan berdasarakan undang-undang, yakni siapa yang mencoba menggulingkan

raja harus dibunuh. Akaa tetapi, sebaiknya pihak raja menyelidiki dahulu sebelum

menj elankan hukuman tersebut.

Tindakan l"aksamana Khoja Hassan yang telah menyampaikan berita kepada raja

adalah sesuatu yang bermr dilihat dari sisi rmdang-undang. Menurut undang-undang yang

disusun oleh Kempe dan R.O. Winstedt (19a8:a0) dalam sebagran pasal 23 berbunyi sebagai

berikut.

Adapwn barngsiapa mendengar khobarnya (orang menderhakn), maka tidak
dipersembahlannya pada raja, huleumnya dikerat lidoh:nya dnn dipasak *e&ta
telinganya dan dieungtkit kedua matanya, dibuang pada tempat yang khali. Mola
hendsklah lcamu sekolian jiknlau mendengar khqbsr yang memberi mudarot &mt
raja karnu, seger& kamu persembahkan kepoda raja atau kepada segalo orongy$ng
lrarib kepada raja; jilcalau khabar itu tiada bertentuan sekalipun kepada raja tiada
alrnn memberi mudarat atas diri ksmu.

Oleh sebab itu, laksamana tidak dihukum mati karena dia menunaikan tanggungiawabnya.

Namun, dia tetap didenda di mana hartanya dirampas karena tidak memeriksa dahulu

kebenaran berita tersebut sebeltrm disampaikan kepada raja

Undang-undang yang dibuat oleh Sultan Melaka tidak terbatas pada negerinya saja,

tetapi juga melewati negeri atau jajahan Melaka (SM II:58-9; Liaw Yock F*g, 1,976:M).

Oleh karena itu, seorang raja di bawah naungan Melaka tidak boleh berbuat sesuatu tanpa

sepengetahuan Raja Melaka" di antaranya mereka tidak boleh membunuh tanpa ijin baginda.

Pelaksanaan undang-undang itu tergarnbar kepada kejadian pembunuhan Telanai Terengganu

oleh Seri Akar Raja dengan arahan Sultan Muhammmad, Pahang. Untuk menunjukkan

perbuatan salatr tersebut dari sisi undang-undang, Sultan Alauddin Riayat Syah mengantar

Laksamana Hang Tuah ke Pahang. Di sana dia menyampaikan kesalahan itu secara kiasan,

yakni mengaralrkan seorang pengikutnya melakukan pembunuhan. Adapun yang dibunuh
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Pelaksanaon Undang- Undang Kerajaan Melayu dalam Sastra Sejarah

dan keamanan masyarkat. Mungkin karena menyadari kepentingan tersebut, setiap enggota

masyarakat dari semua lapisan hendaklah sopan, mereka tidak boleh biadab dan mencerca

onmg lain. Seseorang itu dikatan biadab apabila ia berkelakuan di luar norma-()nna

masyarakat.

Undang-undang lainnya menetapkan bahwa orang biadab boleh dibunuh. Ia juga

menetapkan orang yang patut menjalankan hukum tersebut. Dalam naskah SM, ada

dikemukakan bahwa jika terdapat orang yang berkelakuan biadab kepada bendahara, adalah

menjadi tanggungiawab laksamana membunuh orang tersebut. Jika yang bersalah itu

ditangkap dan dipasung, tugas itu diserahkan kepada temenggung (SM II:119). Undang-

undang itu ternyata dipraktekkan ketika Menteri Trm Perpatih Hitam berlaku biadab krpada

Bendahara Seri Maharaj4 dalam satu soal jawab di mana dia tidak puas hati telah

mengusikan tikar di hadapan Bendahara dengan kakinya. Laksamana Khoja Hassan yang

mengiringi Bendahara dao meiryadari akaa tanggungiawabnya terus membunuh Tun Perpatih

Hitam.

Di samping itu, undang-undang yang tergolong dalam undng-undang publik adalah

mengambil atau berzina deng isteri or€lng. Barang siapa yang melanggar undang-undang

tersebut boleh dihukum bunuh oleh suami perempuan itu tanpa mengrra ia seorang pembesar

atau sultan. Untuk lebih jetasnya dapat dilihat pada kutipm Undang-Undang Melaka (Liaw

Yock F*g, 1975:88) fasal 14.2, sebagai berikut.

Adapun ji*olau memtduh orang mengambil isteri orang, maka menang y(mg
diluduh ita dibunuh orang yemg menuduh rtu, karen hukum mengambil isteri orang
itu msti hufutmnya. Jilmlau tiada dibunuh, didenda sepuluh tahil sepah. Di fuIam
pads itu melainkan syafaat segola hakim juga; lcarena hulcum itu mati. Adqun
lrcpada huhtm Allah tiada demikian, hanya disuruhkan hakim bersumpah atau
bertaubat dari fada Oerbuatan itu. Demikianlah hukam Allah.

Undang-undang tersebut begitu jelas tercatat dalam teks SM, dalam episode Sultan Mahmud

Syah berlaku curang dengan isteri Tun Biajid. Jika Tin Biajid tidak berpegang kepad konsep

pantang melayu menderhaka sudah tentu Sultan Mahmud Syah ditikam dengan lembing yang

ditimangnya. Tindakan Tun Biajid menimbulkan kemarahan pengawal-pengawal baginda.

Mereka mencoba membalas untuk membunuh Tun Biajaid, tetapi dilarang oleh Sultan

Mahmud Syah karena baginda sadar bahwa perbuatan Tun Biajid memang benar di sisi

undang-undang, malah baginda sendiri mengaku bersalah dalam soal itu (SM II:67-8).

Teks SMtidak ketinggalan memaparkan undang-undang serta huktman mengenai hal-

hal pencurian dan mengambil harta atau barang orang lain yang tercecer. Undang-undang

tersebut jelas dipraktekkan dalam masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah. Pada
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72 Pelaksanaqn undang- Undang Kerajaan Melayu dalam Sostrq Sejarah

Kebenaran diberikan kepada orang yang menemui harta itu memilffinyu, tetapi

sanggup mengembalikankepada tuannya jika dituntut, setelah ia melaksanakan peraturan

tersebut adalah hambpir menyerupai unda-undang Islam yang diperlihatkan oleh Al-Nawawi

dalam kitabnya Minhaj al-Thalibin (Ishak, 1979:34).

Berdasarkan teks SM undang-undang yang dilaksanakan di Melaka dan negeri-negeri

di bawah takluknya dapat dibagi dua. Pertam4 Undang-Undnng Rala, yakni

yang seca.ra langsung rnenyentuh raja dan digubah sedemikian rupa untuk kepentingan raja-

Kedua, Undang-Undang Pablik atau awam. Undang-undang ini dibuat untuk keselamatan

dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, Bagl siapa yang melanggamya, tidak kecuali

pembesar atau raja, boleh dihukum. Namun, dalam hal-hal tertentu undang-undang ini agak

sulit dibedakan dengan Undang-Undang Raj a (Daud, I 989 :157).

Pertumbuhan dan perkembangan undang-undang itu tentunya dipengaruhi oleh faktor

animisme; agama Hindu-Buddha dan Islam serta kekuasaan raja-raja (Siddih 1975:314).

Kekuasaan Raja tempatan daa penganrh Islamlah yang lebih dominan karen kedua pengaruh

tersebut mer{adi dasar undang-undang di Melaka (brahim,1970:5). Penggabungan kdua

pengaruh tersebut begitu utuh dalam Undang-Undang Melaka, walaupun selepas kejatuhan

Melaka masihdiamalkan di negeri-negeri Melayu yang lain.

SIMPT]LAN DA}{ SARAN

SIMPTILAN

Adanya usatra penyalinan tek SM membuka peluang bagi peneliti dan para frlolog

Sebagai sebuah karya sastra sejaratl dalam naskah,SMtercermin salah satu aspek adat, yaitu

tantang pelaksanaan undang-urdang kerajaan Melayu- Pelaksanaan dalam

naskah tersebut tidak terbatas dalam pengertian Melayu secara geografis, tetapi juga secara

geneologis. Hal ini meliputi segetrap daerah Melayu.

Aspek adat dimaksudkan sebagai undang-undang dan peraturan sosial yang menjadi

batas untuk anggota masyarakat bertingkah laku, yang dibentuk oleh institusi adat itu sendiri.

Dalam proses mengafur takhta kerajaan atau melaksanakan sistem pemerintahan itu, raja atau

sultan tentu saja melibatkan undang-undang. Apa yang dibuat baginda ternyata telah

dilaksanakan oleh pemerintahan Melaka sebelumnya.

SARAN

Dalam rangka menggali dan menginfentarisir kearifan dari warisan budaya lokal,

maka perlu digalakkan penelitian dan pengkajian Naskah-naskatr Nusantara yang merupakm
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